







Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat disumpulkan sebagai 
berikut: 
1. Perencanaan pajak yang diterapkan PT. MEI masih belum optimal. Hal ini 
dapat dilihat dari adanya beberapa transaksi yang dapat digunakan secara 
maksimal untuk menjadi pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena 
Pajak PT. MEI. 
2. PT MEI menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan 
menggunakan metode net basis. Jika PT. MEI melakukan perencanaan 
Pajak Penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross up, maka 
PT. MEI dapat melakukan efisiensi Pajak Penghasilan badan sebesar Rp 
8.064.500. 
3. Transaksi-transaksi yang masih dapat digunakan secara optimal adalah 
biaya konsumsi dan pengobatan karyawan serta representasi dan 
sumbangan.  
4. PT. MEI sebaiknya menggunakan metode Gross Up untuk transaksi yang 
mengandung PPh pasal 22. Karena jika menggunakan metode Gross Up 
nilai kontrak/ DPP yang dibayarkan menjadi lebih rendah, yaitu 
penghematan sebesar Rp 691.645.610. 
 
5.2.   Keterbatasan 
Keterbatasan dari penelitian ini adalah keterbatasan akses beberapa data 
yang berhubungan dengan beberapa transaksi yang berpengaruh terhadap Pajak 
Penghasilan badan PT. MEI. Laporan keuangan PT. MEI merupakan laporan 
keuangan yang belum diaudit, dan keterangan lebih lanjut yang berkenaan dengan 
koreksi fiskal seperti biaya yang berhubungan dengan biaya representasi dan  
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sumbangan, serta biaya entertainment tidak dapat diperoleh secara detail, karena 
beberapa transaksi yang tidak boleh dipublikasikan oleh PT. MEI. 
 
5.3.   Saran 
Berdasarkan analisis dan pembahasan serta simpulan yang terbentuk, 
maka saran -saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 
1. PT. MEI sebaiknya menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 
21 dengan menggunakan metode gross up dengan memberikan 
tunjangan pajak atas Pajak Penghasilan pasal 21, karena dengan 
menggunakan metode gross up akan menghemat PPh Badan terhutang 
yang harus dibayar perusahaan. 
2. PT. MEI sebaiknya menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 
22 dengan menggunakan Metode Gross Up, karena menghemat nilai 
DPP/ kontrak yang dibayarkan perusahaan. 
3. Seharusnya PT. MEI dalam memberikan biaya konsumsi karyawan 
menyediakan Cathering bagi para karyawannya karena biaya 
penyediaan makanan dan minuman tersebut dapat mengurangi 
penghasilan kena pajak. 
4. Sebaiknya biaya-biaya yang masih dapat dimaksimalkan dalam 
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